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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

pendaftaran hak milik atas tanah melalui program sertipikasi tanah petani 

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertanian Dan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 515/Kpts/Hk.060/9/2004 di Kabupaten Bantul 

telah mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum. Karena dari 25 (dua 

puluh lima) orang responden yang diteliti telah mendapatkan sertipikat. Dan 

sejak penerbitan sertipikat sampai pada saat penyerahan sertipikat kepada 

responden tidak ada pihak-pihak ketiga yang mengajukan keberatan atas 

sertipikat tersebut, serta tidak ada sengketa atas tanah yang telah didaftarkan. 

Sertipikat tersebut juga sudah dapat digunakan sebagai agunan dibank untuk 

mendapatkan dana sebagai modal dalam mengembangkan usaha. Sertipikat 

tersebut memiliki kekhususan sebab di dalam sertipikat tertulis tidak akan 

melakukan alihf ungsi tanah pertanian. Program sertipikasi tanah petani ini 

sangat memberi manfaat bagi para petani yang memiliki tanah pertanian di 

desa Canden dan desa Sumbermulyo. 
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B. Saran 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yaitu: 

Kantor Pertanahan dan Dinas pertanian dan Kehutanan Bantul agar 

terus meningkatkan kerja sama dalam menyelenggarakan program sertipikasi 

tanah petani karena masih banyak tanah-tanah pertanian milik petani di 

Kabupaten Bantul yang belum tersertipikasi. Selain itu agar dapat semakin 

meningkatkan pemberdayaan terhadap para petani-petani yang berpenghasilan 

rendah dan memiliki tanah pertanian yang tidak luas. 

Bagi masyarakat khususnya para petani di Kabupaten Bantul yang 

memiliki tanah pertanian yang belum tersertipikasi agar melakukan 

pendaftaran tanah pertaniannya untuk mendapatkan sertipikat hak atas tanah 

sehingga dapat mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum. Selain itu 

dapat menjadi modal dalam mengembangkan usaha tani dengan cara 

mengagunkan sertipikat di bank. 
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